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I. UMUM 

 Sejalan dengan makin besarnya peran BUMN dalam pembangunan 

nasional khususnya dalam menyukseskan program Pemerintah yang 

ditugaskan kepada BUMN sebagai agen pembangunan dan dalam rangka 

menghadapi perkembangan perekonomian global, diantaranya dengan 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN maka perlu segera 

dilakukan peningkatan nilai, penguatan daya saing, perluasan jaringan 

usaha, dan kemandirian pengelolaan BUMN. Langkah strategis untuk 

mencapai hal tersebut antara lain dengan melakukan penguatan 

kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN serta peningkatan tertib 

administrasi melalui penyempurnaan proses penatausahaan. Penguatan 

kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN dilakukan antara lain melalui 

pembentukan perusahaan induk BUMN.  

 Salah satu strategi Pemerintah dalam pembentukan perusahaan 

induk BUMN yaitu dengan melakukan Penyertaan Modal Negara yang 

bersumber dari pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau 

Perseroan Terbatas tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas 

lainnya. 
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Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan 

Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas perlu dilakukan pengaturan 

kembali mengenai Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari 

pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas 

tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya.  

 Berdasarkan hal tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik 

Negara dan Perseroan Terbatas. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Angka 2 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Pelaksanaan penyertaan modal negara yang 

bersumber dari barang milik negara mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengelolaan barang milik negara. 

Huruf c 

Pelaksanaan penyertaan modal negara yang 

bersumber dari piutang negara pada BUMN atau 

Perseroan Terbatas mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan piutang negara. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “aset negara lainnya” 

adalah aset negara yang tidak termasuk dalam 

kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi 

aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat 

naiknya nilai aset.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah 

selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai 

nominalnya. 

 

Angka 3 

Pasal 2A  

Ayat (1) 

Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan 

Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan 

negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan 

saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada 

BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan 

melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “hak istimewa yang diatur 

dalam anggaran dasar” antara lain hak untuk 

menyetujui: 

a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota 

Komisaris; 

b. perubahan anggaran dasar; 

c. perubahan struktur kepemilikan saham;  
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d. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan 

pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan 

oleh perusahaan lain. 

Ayat (3) 

Setelah dijadikan penyertaan modal negara pada 

BUMN atau Perseroan Terbatas, maka kekayaan 

negara tersebut bertransformasi menjadi saham/modal 

BUMN atau Perseroan Terbatas yang bersangkutan 

yang dimiliki oleh negara, sehingga status kekayaan 

negara berubah dari kekayaan negara tidak dipisahkan 

menjadi modal/saham yang merupakan kekayaan 

negara dipisahkan. Dengan demikian, walaupun 

kekayaan negara tersebut berubah menjadi kekayaan 

BUMN atau Perseroan Terbatas akibat transformasi 

tersebut, namun masih memiliki hubungan dengan 

negara karena status negara sebagai pemegang 

saham/pemilik modal. 

Ayat (4)  

Lihat penjelasan ayat (3). 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “kepemilikan mayoritas” yaitu 

bahwa BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% 

saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini 

dimaksudkan agar negara tetap dapat melakukan 

kontrol melalui BUMN Induk serta terkait pula dengan 

perlakukan “disamakan dengan BUMN”. 

Ayat (7) 

Yang termasuk dalam perlakuan yang sama dalam 

kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah antara 

lain terkait dengan proses dan bentuk perizinan, hak 

untuk memperoleh HPL, kegiatan perluasan lahan 

dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan 

kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan 

BUMN.  
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Angka 4 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Restrukturisasi dimaksudkan untuk memperbaiki 

struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi, 

pengurangan persentase kepemilikan saham oleh 

negara sebagai akibat pengeluaran saham baru 

yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi), dan 

pergeseran atau pengalihan saham milik negara 

pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada 

BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya 

sebagai Penyertaan Modal Negara antara lain 

dalam rangka pembentukan perusahaan induk 

BUMN (holding).  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Angka 5 

Pasal 26 

Dalam melakukan penatausahaan, Menteri Keuangan 

menggunakan nilai penyertaan berdasarkan dokumen 

berupa Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri 

Keuangan (jika penetapan besarnya nilai penyertaan 

didelegasikan kepada Menteri Keuangan) dan keputusan 

RUPS atau Menteri tentang Penyertaan Modal Negara serta 

dokumen lainnya. 
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Pasal II 

Cukup Jelas. 
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